Sinkronisasi Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Efektivitas Kebijakan Pajak Atas Pemungutan dan Pemotongan Pajak (Witholding Tax) by Ompusunggu, Arles Perulian
203Sinkronisasi Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan
203
SINKRONISASI PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG
PAJAK PENGHASILAN  TERHADAP EFEKTIVITAS
KEBIJAKAN PAJAK ATAS PEMUNGUTAN DAN
PEMOTONGAN PAJAK (WITHOLDING TAX)
Arles Parulian Ompusunggu
Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara
Abstract
Withholding tax is an amount withheld by the party making a
payment to another (payee) and paid to the taxation authorities. The
amount the payer deducts may vary, depending on the nature of the product
or service being paid for. The payee is assessed on the gross amount, and
the tax to be withheld (the withholding tax) is computed in that assessment.
The purpose of withholding tax is to facilitate or accelerate collection, by
collecting tax from payers rather than a much greater number of payees,
and by collecting tax from payers within the jurisdiction rather than payees
who may be outside the jurisdiction. Indonesian government has an aim
to develop witholding  tax system administration by making adequate
reform in Income Tax law Article Number 36 year 2008.
Keywords:Withholding Tax, Taxation, Income Tax Law, Final Tax,
Tax Policy
PENDAHULUAN
Penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan yang telah
dihasilkan dalam bentuk UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Pajak
Penghasilan merumuskan lebih lanjut mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif
pajak, pemotongan dan pemungutan pajak dan prosedur administrasi pajak
penghasilan termasuk sanksi perpajakannya. Sasaran penyempurnaan kebijakan
Pajak Penghasilan diharapkan akan memudahkan baik otoritas pajak dan Wajib
Pajak  sehingga tercapai upaya pemungutan pajak yang  (i) netral dan minimum
distorsi, (ii) adil, (iii) sederhana, (iv) stabil dan mudah diprediksi, (v) kepastian
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hukum, (vi) transparan, (vii) konsisten dan persisten, dan (viii) kompetitif. Arah
kebijakan penyempurnaan Pajak Penghasilan adalah mengupayakan stabilitas
dan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh
Otoritas Pajak menyangkut aspek Pemungutan dan Pemotongan Pajak
(Witholding Tax) adalah:
1. Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan
2. Saat Terutang
3. Perluasan Objek PPh Pasal 22
4. Perubahan tarif PPh Pasal 23
5. Penegasan dan Perluasan Objek PPh Pasal 26
Kebijakan Pajak Penghasilan yang stabil, konsisten dan sederhana serta
transparan akan memudahkan dan membantu Wajib Pajak dalam mengkalkulasi
usahanya serta efisien dalam  memungut dan memotong atas  pajak penghasilan
sehingga mampu  memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Melalui
pembahasan lebih lanjut  aspek pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan
bisa dicapai suatu strategi pemungutan pajak yang efektif yang mampu
meningkatkan penerimaan negara secara persisten di masa mendatang.
Kebijakan pemajakan atas pemotongan dan pemungutan berada  dalam
sistem pemungutan pajak yang diadopsi  Indonesia yaitu:
1. Self Assesment: wajib pajak menghitung sendiri, menyetorkan  dan
melaporkan pajak yang terutang. Definisi self assesment   yang ada dalam
international tax glossary adalah sebagai berikut:  “Under self assesment
is meant the system which the  taxpayer is required not only to declare
his basis of assesment  (e.g. taxable income) but also to submit a
calculation of the tax due fro him and, usually, to accompany his
calculation with  payment of the amount he regards as due”.
Peran fiskus mengawasi apakah surat pemberitahuan (SPT) telah diisi
dengan lengkap dan benar.
2. System Official Assesment: Official assesment, fiscus berperan aktif dalam
menetapkan besarnya jumlah pajak terhutang
3. System With Holding: pihak ketiga menghitung, menetapkan menyetorkan
dan melaporkan pajak yang dipotong tersebut. Witholding tax sebagaimana
menurut Yudkin, Leon (1971) bukan pengertian pajak penghasilan (income
tax) melainkan suatu mekanisme pembayaran pajak tahun berjalan (current
payment)  selain  pembayaran estimasi  atas penghasilan dari pekerjaan
bebas (estimated tax for self employment income). Esensi withholding
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tax mengharuskan pihak ke tiga yang membayarkan (payor) memotong
sebesar persentase tertentu sebagai pajak pihak ke tiga tersebut yang
diperkenankan  Undang-undang pajak  dan menyetorkan ke kas negara.
Sejatinya dibatasi hanya terhadap penghasilan yang dikategorikan
sebagai passive income (seperti: gaji, upah, bunga, royalti, dividen, dan sewa).
Indonesia merupakan negara yang menerapkan pemungutan pemotongan pajak
dengan memperluas atas penghasilan  dari kegiatan usaha (business income)
yang seyogianya menerapkan melalui system pembayaran angsuran pajak yang
dikenal dengan PPh pasal 25.
Pemungutan pajak atas penghasilan berdasarkan system withholding
tax  menghasilkan penerimaan pajak  lebih  dini di kas Negara. Pemerintah
tidak  perlu repot-repot mengadministrasikan karena pihak yang memberikan
penghasilan   mendapat tugas untuk memungut pajak yang bertindak
menyetorkan  penerimaan  pajak ke kas Negara.
Pemindahan tugas pemungutan pajak dari Negara kepada warga
Negara (pihak pemungut/pemotong pajak) seolah-olah mereduksi wewenang
atau hak pemajakan yang diberikan oleh undang-undang kepada Negara.
Amandemen Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
mempertegas jenis penghasilan yang dikenakan pemugutan dan pemotongan
secara withholding tax. Meskipun masih menyisakan masalah  adanya ketidak
pastian yaitu jenis penghasilan lainnya  selain yang telah diklasifikasikan sebagai
objek pajak yang dikenakan secara withholding tax namun  belum disebutkan
secara  pasti.
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Calegari, Michael (1998)
menunjukkan bahwa pemungutan atau pemotongan pajak berdasarkan
withholding tax kurang mendapat respon yang  positif dari kalangan  pekerja
dan  perusahaan . Setiap pegawai yang bekerja diminta untuk memotong secara
tarif tunggal  pajak atas gaji, upah dan melaporkan serta melunasi pajak terutang
sendiri di akhir tahun   pajak. Selain itu  penelitian terhadap  kalangan dunia
usaha menunjukkan bahwa sebaiknya tidak melunasi pajak berdasarkan  estimasi
tahun berjalan. Sebagai gantinya perusahaan harus membayar pajak terutang
saat perhitungan  akhir tahun buku yang bersangkutan.
Artikel ini bertujuan menganalisis upaya sinkronisasi ketentuan  dalam
melaksanakan funsgi pemungutan dan pemotongan pajak secara legal
berdasarkan  perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan sesuai UU No 36
Tahun 2008. Selanjutnya hasil analisis diimplikasikan dalam kesimpulan yang
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menjadi rekomendasi secara tinjauan akademis untuk mencapai efektifitas
pemungutan dan pemotongan pajak   berdasarkan withholding tax.
PEMBAHASAN
Latar belakang penerapan suatu sistem perpajakan bergantung kepada
kebutuhan Negara dalam menerapkan  hak pemajakan kepada pendapatan
yang diperoleh warga yang kena pajak. Wujud kedaulatan Negara  terlihat
pada sistim perpajakan  terutama pemajakan atas penghasilan baik yang dibayar
sendiri oleh Wajib pajak maupun dipungut atau dipotong pihak lain yang
memberikan penghasilan atau membayar jasa.
Sistem pembayaran pajak dimuka yang didasarkan kepada pemotongan
dan pemungutan memang  mempercepat penerimaan  uang pajak  di kas Negara.
Namun  status hukum alokasi penerimaan tersebut belumlah  sah secara juridis
fiscal  karena masih menunggu perhitungan  final di akhir tahun oleh wajib
pajak. Di Amerika Serikar sendiri porsi  withholding tax mencapai 70 % dari
penerimaan  negara tersebut sehingga penerapannya sangat  diperhitungkan
oleh Internal Revenue Service  (IRS).
Konsep pemajakan  withholding  secara originalitas  berasal dari  jenis
pemajakan yang dikenal sebagai jenis  current payment of taxes on income
yaitu pajak yang dipungut  atas  basis gaji karyawan oleh majikan selaku pemberi
kerja dan akan diperhitungkan  pada akhir tahun. Dalam hal ini pemerintah
menerima pajak yang withheld dari karyawan walaupun belum berhak untuk
mengklaim bahwa uang tersebut sudah merupakan  penerimaan Negara dari
pajak. Negara memberi beban partisipatif kepada pihak III sebagai agen
pemungut pajak seperti pemberi kerja (majikan), bank pemberi bunga,
perusahaan pemberi dividen.
Kemudian prinsip yang diterapkan adalah Pay As You Earn (PAYE)
yang merupakan sistem pemungutan pajak berdasarkan withholding yang
diperkenalkan  Inggris sejak tahun 1944. Melalui pemberian  beban  menungut
pajak  kepada  pemberi kerja atas penghasilan karyawan setiap bulan yaitu
jumlah pajak sebesar selisih dari pajak yang terutang dan yang harus dibayarkan.
Dalam konsep PAYE, majikan menetapkan  jumlah kumulatif  dari gaji yang
dibayarkan dan menghitung pajak terutangnya pada akhir  masa pembayaran.
Perkembangan sistim withholding tax berawal dari Amerika  Serikat
sebagaimana  dikemukakan Twight  terdiri dalam dua (2)  tahap periode waktu
yaitu:
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1. Sejarah awal withholding sejak  tahun 1872 hingga tahun 1940. Pengenaan
pajak   atas penghasilan dilaksanakan selama perang sipil di  Amerika
Serikat. Dari pengenaan  pajak atas penghasilan semata hingga implementasi
Undang-undang
2. Kemudian  pemajakan penghasilan didasarkan   kepada prinsip ”ability to
pay”  yang menekankan bahwa pajak atas penghasilan  didasarkan kepada
adanya sumber penghasilan (at source). Tahun 1913 pemerintah menelurkan
kebijakan  witholding of income ta yang dikenakan terhadap  penghasilan
pegawai pemerintah selama perang sipil. Hingga pada tahun 1943 kongres
mengundngkan Current Tax Payment Act yang menjadi dasar pengenaan
income tax witholding hingga sekarang.
Penerapan sistem pemungutan pajak berdasakan witholding  tax  pada
prinsipnya  berada dalam koridor pemugutan pajak berdasarkan self assesment.
Namun disadari bahwa dalam perkembangannya menjadi bias akibat  dari
adanya tuntutan untuk mengisi kas negara dari penerimaan pajak.
Pemerintah telah mengandalkan sistem witholding tax untuk
meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang tanpa minimbulkan beban
pemungutan pajak yang tinggi bagi pemerintah. Seiring dengan pendapat
Darussalam (2008), bagi  Wajib pajak akan terbebani biaya pemungutan pajak
yaitu:
1. Beban adminsitrasi untuk mengadakan formulir pemotongan/pemungutan
bagi witholder atau pihak yang memungut/memotong.
2. Berpotensi menimbulkan beban sanksi administrasi beban bunga 2% per
bulan apabila terlambat memotong atau menyetorkan ke kas Negara.
3. Bila alpa memotong kewajiban pajak pihak lain maka dapat terkena sanski
administrasi dan sanksi pidana.
Terlihat bahwa sistem witholding tax menimbulkan perbedaan dengan
prinsip dasar self assessment yaitu adanya kepercayaan dan kebebasan penuh
yang diberikan oleh Negara kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri dan
menyetorkan serta melaporkan pajak-pajaknya ke kas negera/Kantor Pelayanan
Pajak. Sedangkan dalam sistem witholding tax terdapat keharusan bagi
pemungut pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak pihak
lain ke kas negara dan kantor pajak.
Sejalan dengan perkembangan sistem pemungutan pajak berdasarkan
witholding tax yang ada di Indonesia terdapat persepsi bahwa witholding
tax menyimpang dari prinsip self assesment. Adanya kewenangan luas yang
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dikuasakan oleh UU PPh kepada  Ditjen Pajak untuk menentukan jenis
penghasilan yang diklasifikasikan  sebagai  jenis  yang dapat ditetapkan menjadi
witholding tax menjadi cermin bahwa wajib pajak selaku  pihak yang
memperoleh penghasilan tidak mendapat mandat atau kepercayaan sepenuhnya
dari Negara untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang
secara independen. Hal ini terlihat dari penetapan jenis penghasilan yang dapat
menjadi objek PPh  Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana terlihat dari
pasal 4 ayat (2) dan pasal 23 UU No 36 Tahun 2008 berikut:
TABEL  1
JENIS  PENGHASILAN  YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI
OBJEK WITHOLDING TAX
Penentuan jenis penghasilan sebagai objek witholding tax yang
pengenaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah semakin memudahkan
pemerintah untuk mengumpulkan uang pajak dari pembayar pajak. Perlu
dipikirkan  alokasi pembebanan biaya adminsitrasi  pemenuhan kewajiban
perpajakan (cost of compliance) sebagaimanan pendapat Darussalam (2008)
yang bisa mengadopsi sistim pemberian kompensasi  kepada withholder seperti
yang dijalankan oleh pemerintah  Negara – negara bagian di Amerika Serikat.
Legitimasi Withholding Tax dalam UU PPh
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesai sejak
jaman Undang-undang lama hingga jaman reformasi perpajakan tahun 1983,
system Withholding tax ini telah diterapkan menjadi andalan dalam memungut
pajak atas penghasilan. Pemerintah menganggap bahwa cara  ini dapat
No. Pasal Jenis Penghasilan Usaha yang didelegasikan kepada Pemerintah 
1 Pasal 4 ayat 
(2) 
Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan 
lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di 
bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau 
bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
2 Pasal 23 ayat 
(1) huruf c 
butir 2 
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah 
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 
3 Pasal 23 ayat 
(2) 
Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur  dengan 
Peraturan Menteri Keuangan 
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diterapkan untuk memungut pajak hingga memperoleh  penerimaan  lebih  awal
di kas Negara.
Sesuai dengan pendapat  Darussalam (2008) withholding tax ini
merupakan cara termudah bagi pemerintah untuk memungut pajak, tetapi di
pihak lain, yaitu pihak Wajib Pajak, withholding tax ini menimbulkan beban
pemenuhan kewajiban perpajakan (cost of compliance) yang tinggi, yaitu
misalnya (i) beban administrasi, (ii) beban sanksi administrasi kalau terlambat
memotong dan/atau menyetorkan, atau (iii) alpa tidak/belum memotong pajaknya
pihak lain. Dengan kata lain, dalam sistem withholding tax ini, Wajib Pajak
diwajibkan untuk memungut dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain (Wajib
Pajak lain) yang mana kewajiban untuk mengadministrasikan pajaknya pihak
lain tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah (dalam hal ini adalah
Ditjen Pajak).
Apabila ditinjau dari sistem pemungutan pajak  yang dianut oleh
Indonesia yaitu berdasarkan self assessment maka withholding tax sepertinya
menyimpang dari pengertian tersebut. Dalam sistem withholding tax, Wajib
Pajak diberi kewajiban untuk memotong, menyetorkan,dan mengadministrasikan
pajaknya pihak lain. Sedangkan dalam sistem self assessment, Wajib Pajak
berkewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan mengadministrasikan
kewajiban pajaknya sendiri.
Penetapan  suatu jenis penghasilan yang dikenakan withholding tax
oleh UU PPh memberikan mandat  sepenuhnya kepada pemerintah sesuai
pasal 4 ayat 2, pasal 23 ayat 1 huruf c dan pasal 23 ayat 2 UU Ph. Seharusnya
sesuai Pasal 23A UUD 1945 juga menyatakan secara tegas bahwa pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam
Undang-undang.
Undang-undang Pajak Penghasilan  yaitu  UU No 36 tahun 2008  masih
memberikan porsi penerimaan pajak dari withholding tax  dengan harapan
pemerintah  menerima pajak di kas Negara lebih awal. Meski sifatnya masih
sebagai pembayaran dimuka yang akan diperhitungkan  pada akhir tahun oleh
wajib pajak yang  dipotong  pajaknya. Pemungut atau pemotong  sebagai pihak
yang dittugasi oleh pemerintah mengumpulkan pajak  pihak lain seperti karyawan,
pemberi jasa, pemberi pinjaman selain pinjaman bank dan sebagainya.  seolah-
olah  menjadi  pihak yang  berwenang mengumpulkan pajak bagi Negara.
Walaupun bertujuan untuk mengamankan penerimaan pajak namun
dalam pelaksanaannya menimbulkan friksi yang  bermacam-macam ditengah
masyarakat. Pihak yang dipotong atau dipungut tentu merasakan  terbebani
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atas  tersedotnya  arus uang kas yang seharusnya masih dapat  digunakan
dalam  kegiatan operasional tetapi harus dipotong  oleh  pemberi kerja  atau
penerima jasa.
Adilkah  pendelegasian sebagian tugas pemerintah untuk memungut
pajak Negara  yang  dilimpahkan ke  warganya sendiri baik  orang pribadi
maupun  badan hukum? Memang  Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 menegaskan
bahwa segala pajak  bagi Negara harus berlandaskan  oleh UU. Tetapi apa
daya  bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sendirilah yang menyisipkan ketentuan
pemajakan  withholding tersebut tanpa memilah lebih  lanjut  atas jenis-jenis
penghasilan atau transaksi yang  pantas dan perlu dikenakan pemungutan atau
pemotongan pajak dimuka.
Ilustrasi alur pemungutan dan pemotongan PPh dalam UU PPh  seperti
gambar berikut:
Gambar 1. Alur  Arus Kas  pada Witholding Tax
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Amandemen UU PPh yang telah diundangkan dengan UU No 36 tahun
2008 memberikan ruang yang lebih fleksibel baik kepada pihak yang wajib
membayarkan kepada pihak III (payee) dan kepada bagi WP pemberi jasa
yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15 persen dari perkiraan penghasilan
neto, diturunkan menjadi 2 persen dari peredaran bruto. Kemudian, WP orang
pribadi penerima deviden yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif
tertinggi sampai 35 persen, menjadi tarif final sebesar 10 persen.
Penurunan tarif PPh pemotongan yang dikenakan atas penghasilan
yang bersifat passive income atau PPh pasal 23 tidak diiringi  dengan penurunan
tarif PPh yang dikenakan terhadap penghasilan dari pekerjaan (employment
income) yaitu PPh pasal 21.Penghasilan pegawai  tetap dan tidak tetap  berupa
honorer dikenakan tarif berlapis  sesuai pasal 17 UU PPh yang  mengakibatkan
jumlah pajak terutang yang dibayarkan menjadi lebih  besar setiap bulan.
Apabila dibandingkan antara tarif pajak atas penghasilan dari usaha
(business income) yang diperoleh perusahaan yang memberikan jasa sebagai
objek PPh pasal 23 dan PPh pasal 21  atas  penghasilan dari pekerjaan, memang
terjadi ketidakseimbangan tarif. Hal ini akan menyebabkan  disinsentif bagi
pekerja yang merasa adanya ketidakadilan pengenaan pajak sehingga
menurunkan kepatuhan pembayaran pajak secara self assessment.
Walaupun sifat pembayaran yang dilakukan dimuka merupakan kredit
pajak  yang akan diperhitungkan di akhir tahun saat memperhitungkan  dalam
SPT  namun  proporsi pembayaran dimuka yang tidak sebanding akan
menyebabkan ketidakadilan pengenaan pajak secara horizontal.
Sinkronisasi Witholding Tax dalam UU No 36 Tahun  2009
Pengenaan pajak pemotongan dan pemungutan dalam UU PPh
didasarkan kepada  jenis penghasilan yang merupakan objek  pajak penghasilan
yaitu:
1 Penghasilan  dari tanpa kegiatan (passive income) yang didapat tanpa
mengeluarkan  tenaga atau keringat seperti: penghasilan bunga deposito,
hadiah, persewaan
2 Penghasilan  dari  melakukan kegiatan (earned income) yang terdiri atas:
a. Penghasilan  dari menjalankan perusahaan (enterprise) atau
menjalankan  kegiatan usaha (business income)
b. Penghasilan  dari kegiatan melakukan pekerjaan (employment income:
income from personal services):
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c. Penghasilan sebagai pegawai (labor income atau penghasilan dari
jasa pribadi tidak bebas (dependent personal services) atau
penghasilan  sebagai karyawan
d.  Penghasilan  dari pekerjaan bebas (professional income= self
employed income= income from independent personal services)
Melalui withholding tax, UU PPh menunjuk pihak yang merupakan
sumber penghasilan  untuk memotong atau memungut Pajak Penghasilan pihak
yang menerima penghasilan. Jenis penghasilan yang merupakan objek PPh
pemotongan dan pemungutan menurut UU No. 36 Tahun 2008 telah diperluas
melalui sinkronisasi dengan fenomena jenis penghasilan yang muncul dari setiap
kegiatan baik passive income  maupun active income  yaitu:
1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan terhadap:
a. Penghasilan dari kegiatan pasif (passive income) yang dikenal dengan
PPh pasal 4 ayat (2) atas:
 Bunga tabungan dan deposito
 Bunga simpanan/tabungan anggota koperasi (sebelumnya PPh pasal
23)
 Bunga obligasi dan Surat Utang Negara
 Hadiah undian
b. Penghasilan dari kegiatan usaha tertentu:
 Pengalihan saham pasangan perusahaan modal ventura
 Persewaan tanah dan bangunan
 Penghasilan dari transaksi derivatif; dan
 Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan real estate.
2. PPh Pasal 15  yang diterapkan dengan Norma Penghitungan yaitu:
 Penghasilan dari usaha penerbangan dalam negeri (0,8% x
peredaran bruto, tidak final)
 Penghasilan pelayaran dan penerbangan  internasional (2,64%
final)
 Peghasilan dari usaha pelayaran dalam negeri (01,2% final)
 Penghasilan  dari perusahaan dagang asing  yang mempunyai
perwakilan di Indonesia (0,44 % x nilai ekspor bruto,final
3. PPh Pasal 22  sebagaimana ditegaskan oleh Alsah, Sjarifuddin (2002 :  59)
dan  diperbaharui  dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/
PMK.03/2008 tanggal 11 Desember 2008 terdiri  dari PPh  yang dipungut
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dan atau yang dikenakan atas transaksi pembelian oleh  instansi / jenis
usaha yang dipungut   yaitu:
a. Bank Devisa & DJBC, atas impor barang;
b. DJA dan Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran
atas pembelian barang menggunakan dana APBN. Pajak  Penghasilan
wajib dipungut oleh:
 Direktorat Jenderal Anggaran atau Bendaharawan Pemerintah baik
pusat maupun daerah
 BUMN/BUMD yang melakukan  pembelian barang yang dananya
bersumber dari APBN/APBD
c. Bank Indonesia, PT PPA, BULOG, PT  Telkom, PT  PLN, PT  Garuda
Indonesia, PT  Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank
BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber
baik dari APBN maupun non-APBN;
d. Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri kertas,
industri baja, dan industri otomotif atas penjualan hasil produksinya di
dalam negeri; dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
e. Produsen atau importer bahan bakar migas dan pelumas atas penjualan
bahan baker migas  atas penjualan hasil produksinya;
f. Industri dan eksportir dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian,
dan perikanan yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak, atas pembelian bahan-
bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang
pengumpul.
g. PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 adalah  pajak yang dipotong atas penghasilan
dengan nama dan bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan
jasa, penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21:
dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan
sehubungan penggunaan harta serta imbalaan jasa tertentu. Adapun
sifat PPh pasal 23 adalah  pemotongan: penerima penghasilan yang
dikenai PPh ps 23 dipotong terlebih dahulu oleh pemberi penghasilan.
Jenis- penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 213 yaitu:
 Dividen jika penerima WP Badan, sedangkan OP = 10 %;
 Bunga atau imbalan karena jaminan pengembalian utang selain
yang dibayar bank;
 Royalti;
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 Hadiah & penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
khusus kendaraan angkutan darat
 Sewa & penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
kecuali sewa & penghasilan lain sehubungan dengan persewaan
tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh yg bersifat
final dan sewa & penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta khusus kendaraan angkutan darat
 Jasa profesi atau jasa lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 23
ayat 1 huruf c butir 2 UU No 36 Tahun 2008  yang ditindak lanjuti
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008
tanggal 31 Desember 2008  dengan tarif sebesar 2% x jumlah
bruto yang dibayarkan yaitu:
- Jasa akuntansi, pembukuan dan attestasi atas laporan
keuangan,
- Jasa penilai (appraisal),
- Jasa aktuaris,
- Jasa teknik dan jasa manajeman,
- Jasa perancang/desain,
- Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang; Penambangan minyak
dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk
usaha tetap.
- Jasa penunjang di bidang penambangan migas.
- Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan
selain migas.
- Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
- Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing.
- Jasa pengolahan/pembuangan limbah.
- Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing services)
- Jasa perantaran dan/atau keagenan
- Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang
dilakukan oleh BEI, BES, KSEI dan KPEI.
- Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan
KSEI
- Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.
- Jasa sehubungan software komputer termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan
215Sinkronisasi Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan
- Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air,
gas, AC dan TV kabel selain oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkup usahanya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan
atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan,
listrik, telepon,air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/
kendaraan dan atau bangunan selain oleh Wajib Pajak yang
ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- Jasa makloon
- Jasa penyelidikan dan keamanan
- Jasa penyelenggara kegiatan (event organizer)
- Jasa  pengepakan
- Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa,
media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
- Jasa kebersihan atau cleaning service
- Jasa Catering atau tata boga
Dari  berbagai jenis jasa yang merupakan objek PPh pasal 23
tersebut  terdapat perlakuan yang berbeda atas jasa yang termasuk yang
dilakukan oleh WP yang mempunyai sertifikasi sebagai  usaha konstruksi
yang  dikenakan PPh pasal  23 dengan tarif yang  bisa berbeda selain 2%.
Berdasarkan  ketentuan  yang diatur dalam Peraturan Pemerinah Nomor
51 Tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah:
a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa   selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b:
d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang  dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi
usaha; dan
e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang  dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki
kualifikasi usaha
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Seyogyanya  terdapat penyelarasan tarif untuk sinkronisasi dengan
Pasal 23 ayat 1  huruf c butir 2 UU No 36 tahun 2008 sebesar 2 % sehingga
tidak membingungkan  Wajib Pajak. Disamping  tarif yangberbeda maka
pengenaan pajak atas penghasilan dari jasa konstruksi dinilai menjadi hal
yang tidak sinkron dengan  priinsip keadilan dalam pemungutan pajak.
Seharusnya  atas  jenis penghasilan dan jumlah penghasilan yang saam
dikenakan pajak ayng saam sesuai lapisan penghasilann dan tariff pajak
yang berlaku.
4. Pembayaran jasa kepada Wajib Pajak Luar negeri selain  kecuali melakukan
usaha dalam bentuk usaha tetap di Indonesia yaitu:
a.    Dividen; 









Terhadap objek PPh pasal 26 dikenakan final dengan tarif sebesar 20%
kecuali dapat menunjukkan bukti  certificate of residence yang mendapat perlakuan
tarif sesuai perjanjian  pajak berganda  antara Indonesia dan negara partner.
Penetapan negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri
yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial
owner).
Efektifitas Witholding Tax. Sistem pemajakan atas penghasilan yang
didasarkan pada sistem witholding tax masih menjadi primadona dalam upaya
pemerintah meningkatkan  porsi penerimaan Negara dari  Pajak Penghasilan.
Melalui amandemen UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
ketentuan pemajakan  penghasilan  yang  berdasarkan sistem witholding lebih
mengedapankan keseragaman tarif sehingga mencerminkan keadilan dalam
kebijakan pemungutan pajak.
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Sebagaimana dalam UU No 17 Tahun 2000 selama ini bahwa saat
atau masa  terutang dari objek PPh pemotongan dan pemungutan adalah  saat
dibayarkan atau dibebankan sebagai biaya oleh pihak penerima jasa. Namun
dalam perjalanan pelaksanaannya menimbulkan  masalah bahwa pembebanan
biaya dalam pembukuan tidak serta merta menimbulkan timbulnya kewajiban
pembayaran atau hak atas suatu penghasilan.
Beberapa ketentuan tambahan dalam UU PPh 2008 sehubungan objek
PPh pemotongan dan pemungutan yaitu:
1. Menambahkan ketentuan bahwa terhadap penghasilan yang merupakan
objek PPh pemotongan dan pemungutan dibedakan tarif dari penerima
penghasilan yang ber NPWP dengan tidak ber NPWP:
- Tarif PPh Pasal 21 yang tidak ber NPWP lebih tinggi 20%.
- Tarif pungutan PPh Pasal 22 terhadap pihak yang tidak ber NPWP
lebih tinggi 100% dari yang ber NPWP.
- Tarif pemotongan atas  objek PPh Pasal 23 membedakan  atas  pihak
yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% dari yang telah ber
NPWP.
2. Memperluas basis pengenaan pemungutan objek PPh Pasal 22  yaitu  atas
objek pembelian  yang tergolong sangat mewah  dikenakan PPh Pasal 22
dan diperlakukan sebagai angsuran PPh tahun berjalan bagi pihak yang
dipungut. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi pemungutan pajak  yang
potensial.
3. Mengubah fleksibilitas tarif pemotongan PPh Pasal 23 menjadi dua kelompok
yaitu:
- Tarif 15% terhadap penghasilan yang tergolong passive income seperti
dividen, royalty DN, bunga, hadiah, bonus, penghargaan.
- Tarif tunggal 2% terhadap penghasilan yang merupakan active income
(jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,
dan jasa lainnya. dari pekerjaan dan usaha).
4. Perluasan  objek penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26  termasuk
premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, serta keuntungan karena
pembebasan utang LN
5. Mengubah titik awal penerapan pengenaan  pemotongan PPh Pasal 23/26
yaitu mengubah ketentuan  saat terutang  PPh pemotongan dan pemungutan
terutama PPh Pasal 23/26 menjadi:
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- Saat dibayarkan;
- Saat disediakan untuk dibayarkan; atau
- Ketika pembayarannya telah jatuh tempo
Hal ini akan meringankan bagi pihak yang wajib memotong  PPh Pasal
23/26 sehingga tidak menyulitkan dalam hal arus kas yang  mempunyai
kewajiban pelunasan PPh Pasal 23/26 ke  Kas Negara.
Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hutagaol (2008)
bahwa arah pemungutan pajak atas penghasilan ditujukan menjadi tarif tunggal
(flat rate) sehingga kebijakan witholding tax harus memperhatikan aspek
keadilan, kesederhanaan, netralitas dan mudah diimplementasikan. Sehubungan
dengan tarif yang dikenakan dalam  pemungutan pajak  atas pemotongan dan
pemungutan  sesuai dengan  UU  No 36 Tahun 2008 masih membedakan tarif
antara  Subjek Pajak yang mempunyai NPWP dan tidak memiliki NPWP maka
seyogianya diterapkan  dalam satu tarif tunggal .
Untuk mencapai efektifitas  pemungutan  witholding tax maka
pengenaan tarif tunggal akan memudahkan wajib pajak untuk mengatur
kewajiban  pembayaran pajak. Menurut Calegari (1998) keseragaman tarif
pajak atas penghasilan dari witholding tax  tidak menimbulkan adanya beban
utang pajak di akhir tahun. Implementasi penyelarasan ketentuan pemungutan
dan pemotongan  pajak berdasarkan witholding tax antara kepentingan
pemerintah yang  mengharapkan penerimaan pajak lebih awal di kas negara
dan kepastian hukum utang pajak bagi wajib pajak tidak mudah untuk ditarapkan.
Perlu dirumuskan secara sistematis tujuan pemungutan pajak atas
penghasilan yang tidak semata-mata berdasarkan estimasi di awal tahun
melainkan berdasarkan  penetapan utang pajak di akhir tahun supaya
mencerminkan  kepastian dan keadilan bagi  wajib pajak dan kepastian
pemungutan pajak bagi pemerintah.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Proses pemotongan dan pemungutan  PPh yang dibebankan Negara
kepada pihak pemungut dan pemotong penghasilan harus diantisipasi oleh
pemerintah dalam hal kewajiban  ketepatan masa pemotongan dan pelaporan
serta penyetoran  pajak ke Kas negara. Pelaksanaan sistem pemungutan pajak
berdasarkan pemotongan dan pemungutan  oleh Ditjen Pajak yang memberikan
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wewenang pemungutan pajak kepada pihak III secara prinsip adalah
bertentangan dengan sistem pemajakan berdasarkan self assesment.
Seharusnya pembatasan jenis penghasilan yang layak dan dapat
diterapkan  untuk dipungut berdasarkan witholding tax diuraikan dengan jelas
dalam UU Pajak Penghasilan. Sedangkan yang terjadi dengan amandemen
UU No. 36 Tahun 2008  diserahkan oleh DPR kepada pemerintah dan ditetapkan
lagi oleh Menteri  Keuangan. Keleluasan pemerintah  dalam menetapkan jenis
penghasilan yang menjadi objek PPH Pemotongan dan Pemungutan
dikhawatirkan menjadi  bagian yang dapat mendelegitimasi wewenang
pemungutan pajak yang merupakan hak konstitusi DPR yang harus ditetapkan
dengan UU sesuai maksud  pasal 23 A UU D 1945.
Setiap pemungutan pajak  yang sifatnya memaksa harus didasarkan
UU  sehingga tidak menimbulkan kesan taxation without representation is
robbery. Disamping itu perlu dipikirkan oleh pemerintah pemberian
kompensasi kepada witholder atas cost of complience atas biaya pemungutan
dan pemotongan pajak yang timbul. Perlu dipikirkan adanya penerapan tarif
yang seragam atas jensi-jenis penghasilan baik  atas active income maupun
terhadap  passive income untuk  mencegah adanya diskriminasi pemungutan
pajak.
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